Menimbang

Mengingat

BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR %% TAHUN 2012

TENTANG

- PEDOMAN OPERASIONAL PENGAWASAN APARAT

INSPEKTORAT KABUPATEN CILACAP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,

bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor S
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
serta untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan
yang baik, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka
perlu peningkatan peranan pengawasan fungsional yang
dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cilacap;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap
tentang Pedoman  Operasional Pengawasan  Aparat
Inspektorat Kabupaten Cilacap;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 385 1);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
‘Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150) '
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); . _

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578});

10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

13 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah
dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor
14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor
53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL
PENGAWASAN APARAT INSPEKTORAT KABUPATEN CILACAP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.



BABIII : PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

BAB IV : MATERI PELAKSANAAN PEDOMAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN
BAB V : PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN/EVALUASI

BAB VI : TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

BAB VII : KASUS PENGADUAN

BAB VII : TATA USAHA KEGIATAN PENUNJANG

BAB VIII : PELAPORAN HASIL KEGIATAN INSPEKTORAT

BABIX : KODE ETIK APARAT INSPEKTORAT KABUPATEN

LAMPIRAN

(2) Uraian Pedoman Operasional Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KOORDINASI PENGAWASAN

Pasal 3
Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat dapat
melakukan koordinasi dengan lembaga fungsional lain, seperti Inspektorat
Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota atau BPKP, BPK-RI, Perguruan Tinggi
dan lain-lain.
Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus atas
persetujuan atau sepengetahuan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektorat Kabupaten Cilacap

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Cilacap.
Ditetapkan di Cii]ﬁca '
pada tanggal D%C 2312

BUPATI CILACAP,
Diundangkan c% (ﬁilaca
pada tanggal DECP 2012 -
' TATTO SUWARTO PAMUJI
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUH N CILACAP

ASISTEN PAME

INTAHAN

U

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR Y’)';



— Apakah semua keterangan yang saudara berikan berada dalam paksaan dan
berani mengangkat sumpah dan kebenaran keterangan Saudara?

— Apakah saudara bersedia diminta keterangan kembali jika dikemudian hari
diperlukan ?

........................... Setelah Berita Acara Pemeriksaan/Audit selesai kemudian
dibacakan ulang kepada pemberi keterangan/saksi dan dimengerti serta diakui
kebenarannya ia membutuhkan tanda tangannya dibawah ini.

Yang diperiksa,

........................ Demikian Berita Acara Pemeriksaan/Audit ini kami buat dengan
sebenarnya dengan mengingat sumpah Jabatan yang sekarang ini, kemudian
kami tutup dan ditanda tangan pada hari ini dan tanggal tersebut di

TIM PEMERIKSA,

BUPATI CILACAP,

e
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap

pada tanggal H'B DEC 2012

Plt. SEKRET4RIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR %75
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